MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR KM 37 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
Menteri Perhubungan menetapkan beberapa bandar
udara sebagai bandar udara internasional,

bahwa dalam rangka penataan penggunaan bandar
udara di wilayah Indonesia serta mendorong penguatan
industri penerbangan nasional, perlu dilakukan
penataan terhadap bandar udara internasional untuk
melayani penerbangan ke dan dari luar negeri;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a dan buraf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Penetapan Bandar Udara Internasional;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun
2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nemor PM 40 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);



Menetapkan

PERTAMA

.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 115},

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL.

Menetapkan beberapa bandar udara sebagai bandar udara
internasional, sebagai berikut:
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Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh
Besar, Provinsi Aceh;

Bandar Udara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara;

Bandar Udara Minangkabau, Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau;

Bandar Udara Hang Nadim, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;

Bandar Udara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Provinsi
Banten;

Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Kota Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Bandar Udara Kertajati, Kabupaten Majalengka,
Provinsi Jawa Barat;

Bandar Udara Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bandar Udara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi
Jawa Timur;

.Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung,

Provinsi Bali;
Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten
Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

.Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Bandar Udara Sam Ratulangi, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara;

Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi
Papua;

Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Bandar Udara S.M. Badaruddin II, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan;

Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin, Kabupaten
Belitung, Provinsi Bangka Belitung;

Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah;

Bandar Udara Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru,
Provinsi Kalimantan Selatan;

Bandar Udara Supadio, Kota Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat;

Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten
Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
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24.Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjung
Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;

25. Bandar Udara Radin Inten [, Kabupaten Lampung
Selatan, Provinsi Lampung;

26. Bandar Udara Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah;

27.Bandar Udara Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,
Provinsi Jawa Timur;

28 Bandar Udara Juwata, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara;

29. Bandar Udara El Tari, Kota Kupang, Nusa Tenggara
Timur;

30. Bandar Udara Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

31.Bandar Udara Frans Kaisiepo, Kabupaten Biak Numfor
Provinsi Papua;

32.Bandar Udara Mopah, Kabupaten Merauke, Provinsi
Papua Selatan;

33. Bandar Udara Kediri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa
Timur,

34. Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah;

35.Bandar Udara Domine Eduard Osok, Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat Daya; dan

36. Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Penerbangan luar negeri yang dilaksanakan pada Bandar
Udara Halim Perdanakusuma, Kota Jakarta Timur, Provinsi
DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
angka 7, hanya diperuntukkan untuk:

1. angkutan udara niaga tidak berjadwal;

2. angkutan udara bukan niaga; dan

3. penerbangan yang dilakukan oleh Pesawat Udara Negara

Indonesia atau Pesawat Udara Negara Asing.

Untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA angka 23 sampai dengan angka 36, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Penyelenggara Bandar Udara wajib
melengkapi:
1. surat pertimbangan dari menteri yang membidangi tugas
dan fungsi di bidang pertahanan;
2. surat rekomendasi dalam rangka penempatan unit kerja
dan personel, dari:
a. menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di
bidang kepabeanan;
b. menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di
bidang keimigrasian; dan
c. menteri/lembaga yang menyelenggarakan tugas dan
fungsi di bidang kekarantinaan.

Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA
disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara
sebelum pelaksanaan kegiatan penerbangan luar negeri atau
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan
menteri ini ditetapkan.
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Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bandar udara
internasional sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan dan
pelayanan sebagai bandar udara internasional;

2. tersedianya unit kerja dan personel yang bertanggung
jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan,
keimigrasian dan kekarantinaan; dan

3. terlaksananya koordinasi untuk kelancaran dan
ketertiban pada bandar udara internasional melalui
Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara.

Bandar wudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Udara sekurang-kurangnya setiap 2 (dua)
tahun sekali.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan
pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun
2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional;

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 146 Tahun
2024 tentang Penetapan Bandar Udara Domestik Yang
Dapat Melayani Penerbangan Ke dan Dari Luar Negeri
Untuk Kepentingan Kegiatan Umrah;

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun
2025 tentang Penetapan Bandar Udara S.M. Badaruddin
IT di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di
Bangka Belitung, dan Bandar Udara Jenderal Ahmad
Yani di Semarang, Sebagai Bandar Udara Internasional,
dan

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun
2025 tentang Penetapan Bandar Udara Syamsuddin Noor
di Banjarmasin dan Bandar Udara Supadio di Pontianak,
Sebagai Bandar Udara Internasional;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
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Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Sekretaris Negara;

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Luar Negeri

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;

Menteri Keuangan;

Menteri Kesehatan;

Menteri Pertahanan;

Kepala Badan Karantina Indonesia;

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; dan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
- Keépala Biro Hukum,

-

““F. Budi Prayitno



